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ABSTRAK 
 
Syahrifilani (B1110847). Analisis Hukum terhadap Sengketa Hak 
atas Tanah oleh Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas 
Asy’ariah Mandar, dibimbing oleh A. Suriyaman M. Pide dan Sri Susyanti 
Nur. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui status tanah yang menjadi 
objek sengketa antara Yayasan Darud Da’wah wal Irsyad (PB-DDI) 
dengan Universitas Asy’ariah Mandar di Kabupaten Polewali Mandar,  
faktor-faktor yang mempengaruhi pihak Universitas Asy’ariah Mandar 
menolak pelaksanaan putusan (eksekusi) atas sengketa tanah tersebut, 
dan proses eksekusinya. 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, penulis 
melakukan pnelitian di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Yayasan 
Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI), dan di Yayasan Universitas Asy’ariah 
Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian 
lapangan (field research). Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan 
secara deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan data-data yang diperoleh, status tanah dalam perkara 
antara Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas Asy’ariah 
Mandar merupakan tanah wakaf (sah secara hukum Islam) yang 
dibuktikan dengan perjanjian tertulis pada perjanjian wakaf antara H. S. 
Mengga dengan Sahabuddin sebagai pengurus Darud Da’wah wal-Irsyad, 
namun secara hukum nasional merupakan hibah sesuai Surat 
Rekomendasi dari Bupati H. S. Mengga. Universitas Asy’ariah Mandar 
menolak melaksanakan dan menaati putusan menganggap bahwa 
eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah tindakan 
penyerobotan, eksekusi yang dilakukan pada jam 07.00 WITA, dimana 
pihak Universitas Asy’ariah Mandar tidak berada di lokasi eksekusi, dan 
tidak adanya perintah pengosongan.  Proses eksekusi yang dilakukan 
pada tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan surat perintah Ketua 
Pengadilan Negeri Polewali dengan penetapannya tanggal 28 Desember 
2012 Nomor 209/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. POL tidak berjalan lancar, 
sehingga eksekusi yang dilakukan tidak memberikan hak Darud Da’wah 
wal-Irsyad secara utuh dan sempurna. 
 
Kata Kunci :  Yayasan, Darud Da’wah wal-Irsyad, Universitas Asy’ariah 
Mandar, tanah, wakaf, eksekusi.  
 
 
 
 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas semua anugerah 
dan  hidayat-Nya dalam penyusunan skripsi ini, karena dengan kekuatan 
yang hanya bersumber dari-Nya, skripsi ini dapat disusun oleh penulis. 
Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarganya, yang telah memberikan 
keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. 
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 
kedua orang tua yang telah melimpahkan kasih sayang yang tiada tara, 
Ayahanda Drs.H.Saggaaf Katta.MM dan Ibunda Hj.Rahma yang 
senantiasa selalu memberikan dukungan,nasihat,bimbingan serta doa 
restu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara 
penulis yakni Hj,Syahrimayani.ST.MT, Hj.Syahrinawani,SE dan 
Syahrinullah SE.MM  yang selalu berbagi canda, tawa, suka, dan duka. 
Selain itu, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 
maka dari itu ucapan terima kasih disampaikan kepada : 
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,                                    
Prof. Dr. Farida Patittingi, S. H., M. Hum dan segenap jajaran Wakil 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
vii 
 
2. Bapak Prof.Dr. S.M.Noor selaku penasehat akademik yang telah 
menasehati dan membimbing penulis selama berada di fakultas 
Hukum. 
3. Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Sri 
Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Pembimbing II 
yang banyak memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Dewan penguji Bapak Prof.Dr. Anwar Borahima,S.H.,M.H, Bapak 
Ahmad Ramli,S.H,M.H dan Bapak Ahmad S.H.,M.H. Atas segala 
saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyususnan 
skripsi ini. 
5. Maha guru dan para dosen kami yang tiada lelah memberikan 
ilmunya guna peningkatan kadar keilmuan selama penulis 
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas hasanuddin. 
Terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini. 
7. Dr.H.Anwar Sewang,M.Ag, selaku Ketua Yayasan Darud Da’wah 
Wal Irsyad Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan 
penulis izin untuk mengadakan penelitian di kantor pengurus daerah 
Yayasan Darud Da’wah Wal Irsyad di Kabupaten polewali Mandar. 
8. Bapak Sulihin Aziz,S.S,M.Si selaku dosen dan Kepala Biro 
Administrasi Umum Universitas Al-Syariah Mandar yang telah 
viii 
 
membantu penulis dalam memberikan data dan Informasi yang 
penilis butuhkan. 
9. Bapak Reski.S.H selaku dosen Universitas Asy’ariahMandar yang 
telah membantu penulis mecari data yang penulis butuhkan. 
10. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Hakim-hakim beserta staf 
Pengadilan Negeri Polewali mandar yang telah membantu penulis 
dalam mencari data yang penulis perlukan. 
11. Terima kasih untuk temanku St,Ushbul Aini,S.H.M.H, Ade 
Patandean.S.T, dan Andy Asril yang senantiasa membantu dalam 
suka mapun duka,memberikan motivasi,semangat dan doa kepada 
penulis hingga saat ini. 
12. Buat sahabat-sahabatku Andi Nurfaizah S.H,Hiksyani Nurkhadijah 
S.H, Ayatul Asmaul husna,S.H, Siti Haryati,S.H,Aprilia 
Zulkarnain,S.H, dan Faizawati Rahdar yang senantiasa menemani 
penulis hingga akhir perjuangan. Terimakasih atas waktu,canda dan 
tawa yang kalian berikan selama ini. 
13. Teman-teman Notaris 08 dan teman-teman Dclass Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Kurnia Rahma Daniati,Pradillah Amin,Winda 
Puspita,Andi Muhammad Irsan,Yuda sudawan dan teman-teman 
lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
 
 
ix 
 
Terimakasih atas segala bantuan dan kerja sama yang telah 
diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi 
hingga selesainya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat baik untuk kalangan akademisi maupun seluruh kalangan 
yang membacanya. 
Wassalam. 
Makassar,16 Februari 2015 
                      
 
                                                                         SYAHRIFILANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL..................................................................................   i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING..............................................................  ii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....................................  iii 
ABSTRAK............................................................................................... iv 
UCAPAN TERIMA KASIH.......................................................................  v 
DAFTAR ISI............................................................................................  x 
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................    1  
 A. Latar Belakang .....................................................................    1  
 B. Rumusan Masalah.................................................................    9 
 C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..........................................   10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................  12 
 A. Tinjauan Umum tentang Wakaf ............................................   12 
  1.  Pengertian wakaf .........................................................  12 
 2.  Rukun dan syarat wakaf....................................................  14 
 3.  Macam-macam wakaf.......................................................  18 
 4. Dasar hukum wakaf..........................................................  18 
 5. Prosedur peruntukan wakaf .............................................  20 
 B. Tinjauan Umum tentang Yayasan.........................................   22 
  1.  Pengertian yayasan..........................................................  22 
 2. Kekayaan Yayasan............................................................  23 
 3.  Wewenang pengurus sebagai wakil dari badan 
xi 
 
           hukum yayasan………………………………..……………… 25 
 4.  Tindakan   badan   hukum   yayasan   terhadap   organ/ 
  pengurusnya.....................................................................  26 
  C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan.................... 27 
  1.  Pengertian tanah..............................................................  27 
 2.  Pengertian hak atas tanah................................................  28 
 3. Pengertian sengketa pertanahan.....................................  31 
 4. Penyebab terjadinya sengketa pertanahan......................  34 
 5. Solusi penyelesaian sengketa pertanahan.......................  37 
 6. Matriks putusan perkara dan eksekusi............................... 42   
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................  53 
A. Lokasi Penelitian .................................................................  53 
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................  53 
C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................  54 
D. Pendekatan dan Jenis Penelitian ........................................  54 
E. Populasi dan Sampel ...........................................................  55 
F. Analisis Data ........................................................................  55 
BAB IV HASIL PENELITIAN ................................................................  56 
A. Status   Tanah    yang   Menjadi   Objek   Sengketa  Antara  
Yayasan    Darud   Da’wah   wal-Irsyad    dan    Universitas 
Asy’ariah Mandar di Kabupaten Polewali Manda................. 56 
B. Faktor-faktor   yang    Mempengaruhi   Pihak    Universitas  
Asy’ariah    Mandar     Menolak     Pelaksanaan    Putusan  
xii 
 
(Eksekusi) atas Sengketa Tanah.......................................... 73 
C. Proses   Eksekusi  atas  Sengketa  Tanah Antara Yayasan  
Darud     Da’wah   wal-Irsyad   dan   Universitas   Asy’ariah  
Mandar di Kabupaten Polewali Mandar................................ 78 
BAB V PENUTUP................................................................................... 91   
A. Kesimpulan........................................................................... 89   
B. Saran..................................................................................... 90   
DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 92  
LAMPIRAN 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
  
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 
mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, 
sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. 
Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha 
Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan 
sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan 
mempunyai peranan yang penting bagi hidup manusia, dalam hal ini 
setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya untuk menjalani hidup 
dan kehidupannya. Untuk mati pun manusia memerlukan tanah. Demikian 
pula dalam rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung 
kegiatan pembangunan di segala bidang, selalu memerlukan tanah 
sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembagunan tersebut.  
Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), 
disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). 
Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menjelaskan bahwa 
atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 
badan hukum. Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam pasal 
tersebut adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian 
dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh 
karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak 
atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang 
terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. 
Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin 
tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan 
yang menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, 
sementara di pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. 
Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan 
keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan 
kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya benturan 
kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah yang dinamakan 
masalah pertanahan. Masalah pertanahan juga ada yang menyebut 
sengketa atau konflik pertanahan. Istilah sengketa sendiri lebih sering 
digunakan dan ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya 
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sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa 
produsen dan konsumen, sehingga kata penyelesaian sengketa lebih 
sering digunakan dalam lingkungan ilmu hukum.   
Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak 
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas 
tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya 
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.1 Munculnya sengketa tanah di 
Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan 
kenyataan bahwa negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas 
tanah kepada rakyatnya. UUPA baru sebatas menandai dimulainya era 
baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang 
menjadi kepemilikan individual. 
Dewasa ini perkara hak milik atas sengketa tanah sering terjadi. 
Secara umum, penyebab munculnya sengketa tersebut bermacam-
macam, antara lain adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, 
kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan 
atau haknya, dan berbagai alasan lain yang menjadi dasar gugatan 
kepemilikan tanah di pengadilan. Dalam mencari penyelesaian dari 
sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan 
kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di 
bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, 
                                                          
1
  Rusmadi Murad. Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum 
Pertanahan dalam Praktek. CV Mandar Maju. Bandung. 2005. Hal. 32. 
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penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian 
sengketa pertanahan yang timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa 
pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan berdasarkan 
hukum yang berlaku. 
Pada hakikatnya, sengketa hak atas tanah merupakan benturan 
kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara subjek 
hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain (antara perorangan 
dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum 
dengan badan hukum). Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepastian 
hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap perkara seperti di atas 
antara lain dapat diberikan penyelesaian kepada yang berkepentingan 
(masyarakat dan pemerintah).  
Persoalan hukum yang dimaksud di atas adalah persoalan yang 
berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan 
antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya. 
Dalam hukum pertanahan, digunakan asas accessie atau asas 
perlekatan. Makna asas perlekatan adalah bangunan-bangunan dan 
benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu 
kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang 
bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas 
tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas 
tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain 
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571). Namun 
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dalam UUPA dikenal dengan asas pemisahan horizontal, yang berarti 
bahwa tanah dianggap berpisah dengan bangunan yang ada di atasnya. 
Hal ini menyangkut persoalan yang akan diangkat oleh penulis. 
Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena beberapa alasan 
yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, termasuk sengketa atas 
tanah wakaf oleh yayasan pendidikan. Gugatan yang berupa tuntutan hak 
atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang 
diberikan oleh pengdilan untuk mencegah eigenrichting.2 Seperti yang 
terjadi di Kabupaten Polewali Mandar antara Yayasan Darud Da’wah wal-
Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar. Sengketa tanah ini digugat 
dari tingkat Pengadilan Negeri hingga ke tingkat Mahkamah Agung, 
bahkan perkara ini melibatkan pihak ketiga dengan adanya derdenverzet 
(perlawanan pihak ketiga).  
Hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam sengketa tanah 
tersebut, yaitu Akta Notaris Hasan Zaini Zainal, S.H., No. 09 tanggal 19 
Maret 1987 yang merupakan Akta Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad 
(sebelumnya merupakan perguruan) yang telah disahkan berdasarkan 
Penetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 15 Mei 1956, No. J.A.5/33/11 
yang dimuat dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 10 Agustus 1956 
No. 64 (No.111-1956), asset/harta benda milik Pengurus Besar (PB) 
Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad di Polmas yang terdiri atas gedung-
gedung/bangunan sekolah, tanah/persil, dan prasarana lainnya yang 
                                                          
2
  Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia.Liberty.  Yogyakarta. 2002. 
Hal.3 
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terletak di jalan Budi Utomo No. 2 Kabupaten Polmas, Surat Keputusan 
Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Baru untuk masa bakti tahun 
2003-2007 berturut-turut, serta penerbitan Akta Notaris No. 03 tanggal 8 
Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (YSTKIP) dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaris 
NO. 38 tanggal 13 Desember 1999 dengan nama Yayasan Al-asyariah 
Polewali Mandar dan kemudian diubah menjadi Universitas Al-asyariah 
Polewali Mandar dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi (atas nama Menteri Pendidikan Nasional RI) tanggal 27 April 2004 
No. 59/D/0/2004. 
Dalam perkara di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda 
mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini. 
Pendapat pertama dari pihak tergugat (Sahabuddin,dkk.), tanah yang 
menjadi objek sengketa ini diberikan oleh H.S. Mengga, tidak diberikan 
langsung kepada Darud Da’wah wal-Irsyad, tetapi diberikan kepada 
pengelola perguruan tinggi dalam hal ini yaitu Sahabuddin. Pemberian itu 
diberikan secara pribadi terhadap jabatan Sahabuddin sebagai pengelola 
perguruan tinggi.  Pemberian tanah yang dilakukan oleh H.S. Mengga 
kepada Sahabuddin dibuktikan dengan perjanjian tertulis pada perjanjian 
wakaf antara H.S. Mengga dengan Sahabuddin yang isinya adalah                  
H.S. Mengga mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 
Mandatte, Kecamatan Polewali seluas 100x100m (1 Ha) kepada 
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Sahabuddin untuk digunakan sebagai tempat mendirikan sekolah, 
kegiatan sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Hak atas tanah yang 
diberikan tersebut adalah Hak Guna Bangunan mulai dari tanggal 17 Juni 
2004 sampai dengan tanggal 24 September 2034, dimana yang menjadi 
pemegang hak tersebut adalah Yayasan Al-Al-asyariah Mandar atas 
rekomendasi dan keinginan dari Sahabuddin agar tanah tersebut 
dipergunakan untuk kegiatan yayasan.3 
Pendapat kedua dari pihak penggugat (Muiz Kabri), yaitu seluruh 
aset dan harta kekayaan yang berada pada Universitas Al-asyariah 
Mandar adalah merupakan milik dari Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad, 
karena Universitas Al-asyariah Mandar sendiri adalah berasal dari STKIP, 
sedangkan STKIP itu sendiri adalah milik dari Yayasan Darud Da’wah wal-
Irsyad. Awal dari pendirian STKIP adalah niat dari Sahabuddin untuk 
mendirikan Universitas Al-asyariah Mandar. Sahabuddin ingin meminjam 
STIKIP dan AIPP menjadi bagian dari Universitas Al-asyariah Mandar, 
agar diterima menjadi universitas. Dan pada waktu itu menurut Muiz Kabri 
bahwa Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad menolak keinginan dari 
Sahabuddin tersebut, karena jika STKIP dan AIPP dipinjamkan untuk hal 
tersebut maka otomatis akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. 
Muiz Kabri yang mewakili Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali, 
namun ditolak. Oleh karena gugatan Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud 
                                                          
3
  Annisa Nurul Fitri. 2012.  Kedudukan Ormas Darud Da’wah Wal-irsyad pada pendirian 
Yayasan Univeristas Asy-Syariah Mandar. Makassar. Universitas Hasanuddin. 
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Da’wah wal-Irsyad ditolak, maka diajukan banding ke Pengadilan Tinggi 
Makassar. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yaitu menerima 
banding pihak Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad, 
sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali dibatalkan.  
Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad memiliki akta yayasan yang 
dibuat oleh Notaris Hasan Zaini Zainal, S.H. yang dinyatakan sah dan 
mengikat menurut hukum. Selain tanah yang menjadi objek sengketa, 
asset/harta benda yang terdiri atas gedung-gedung/bangunan sekolah, 
tanah/persil dan prasarana lainnya pun menjadi sengketa antara Yayasan 
Darud Da’wah wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Polewali Mandar.  
Dari perkara tersebut, ternyata ada dua Akta Notaris yang sama-
sama diterbitkan di atas tanah yang sama dengan pemilik yang berbeda, 
sehingga status tanah wakaf tersebut menjadi tidak jelas. Apalagi perkara 
perdata di atas tidak sampai Pengadilan Tinggi Makassar saja, melainkan 
diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Oleh karena Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad berada pada pihak pemenang, maka Pengurus Besar 
(PB) Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad mengajukan permohonan 
eksekusi, sehingga menimbulkan perlawanan eksekusi dari pihak ketiga 
(derdenverzet) dan perlawanan dari pihak tereksekusi (verzet eksekusi) 
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali yaitu mengabulkan 
sebagian perlawanan mereka. Setelah itu, Pengurus Besar (PB) Yayasan 
Darud Da’wah wal-Irsyad kembali mengajukan banding dan dikabulkan 
oleh Pengadilan Tinggi Makassar. 
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Ketika telah dijatuhkan putusan pengadilan, maka semua pihak 
dalam suatu perkara harus menaati isi putusan tersebut. Namun pihak 
yang menjadi lawan Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud Da’wah wal-
Irsyad tidak mengindahkan isi putusan akhir, sehingga banyak kerugian 
yang timbul akibat terlalu lamanya proses hukum atas sengketa tanah 
antara Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas Al-asyariah 
Polewali Mandar. Proses eksekusi pun menimbulkan kericuhan, karena 
pihak Universitas Al-asyariah Polewali Mandar tidak menerima putusan 
tersebut, bahkan dalam proses eksekusi tersebut telah menimbulkan 
korban jiwa. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana status tanah wakaf yang menjadi objek sengketa antara 
Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah 
Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pihak Universitas Al-
asyariah Mandar menolak pelaksanaan putusan (eksekusi) atas 
sengketa tanah. 
3. Bagaimana proses eksekusi atas sengketa tanah yayasan antara 
Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah 
Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
         1.   Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui status tanah wakaf yang menjadi objek sengketa 
antara Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas Al-
asyariah Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pihak 
Universitas Al-asyariah Mandar menolak pelaksanaan putusan 
(eksekusi) atas sengketa tanah tersebut. 
c. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi atas sengketa tanah 
yayasan antara Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas 
Asy’syariah Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. 
2.  Kegunaan Penulisan 
 Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari 
kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum 
Perdata, khususnya tentang analisis hukum sengketa tanah antara 
Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar di 
Kabupaten Polewali Mandar, serta sengketa tanah lainnya. 
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b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat 
berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
penyelesaian sengketa tanah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Wakaf 
1. Definisi Wakaf  
Wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum seseorang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang 
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai 
dengan ajaran Islam.4  Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa 
yang artinya al-habs (menahan).5 Dalam pengertian istilah, disebut 
menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan,penjualan,dihibahkan, dan 
semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan 
menahan karena manfaat dari hasil wakaf ditahan dan dilarang bagi 
siapapun selain orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.6   
a. Menurut hukum Islam 
Kata wakaf menurut istilah, para ahli fiqih berbeda dalam 
mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang 
hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut 
istilah sebagai berikut :7 
 
                                                          
4
  H.M. Athoillah. Hukum Wakaf. Yrama Widya. Bandung. 2014. Hal 4. 
5
  Ruddy Pamungkas. Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf. Fakultas 
Syaria’ah IAIN Walisongo. Semarang. Hal. 14. 
6
  H.M. Athoiilah.Op.Cit 
7
  Ibid. Hal 20 
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1) Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf adalah penahanan benda atas 
milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk 
tujuan kebaikan. 
2) Menurut Ulama Malikiyah, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak 
mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu’abbad  dan boleh 
saja diwakafkan dalam tenggang waktu tertentu. Namun demikian 
wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan. 
3) Menurut Ulama  Syafi’iyah, wakaf adalah penehanan harta dari 
melakukan tindakan hukum dan menyedekahkan hasilnya serta 
berpindahnya pemilikan harta yang diwakafkan kepada penerima 
wakaf dengan tidak diperbolehkan betindak sekehendak hatinya. 
b.   Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf 
Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/kesejahteraan 
umum. 
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2.  Rukun dan syarat wakaf 
a.   Menurut hukum Islam 
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.  
Rukun wakaf ada empat, yaitu :8 
1) Wakif (orang yang mewakafkan harta). 
2) Mauquf’bih (barang atau harta yang diwakafkan). 
3) Mauquf’ Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf). 
4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 
mewakafkan sebagian harta bendanya). 
 Adapun syarat dari wakaf adalah: 
1) Syarat Wakif 
Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan 
hukum dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi empat kriteria,     
yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah 
pengampuan (boros/ lalai). 
2) Syarat Mauquf Bih 
Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat sahnya harta 
yang diwakafkan dan kadar benda yang diwakafkan. Syarat sahnya harta 
wakaf adalah harta yang diwakafkan harus mutaqawwam, diketahui 
dengan yakin ketika diwakafkan, harta yang akan diwakafkan harus 
diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan 
persengketaan, milik wakif, terpisah, bukan milik bersama, serta syarat-
                                                          
8
  Direktori Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam 
Departemen Agama RI. Jakarta. 2007. Hal. 21. 
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syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf) atas kemauannya 
sendiri (sebagai wadah untuk mengungkapkan keinginannya tentang 
pengelolaan wakafnya). Sedangkan kadar harta yang diwakafkan yaitu 
harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dengan jumlah 
tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang 
ingin diwakafkan. Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang 
ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka 
wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat 
meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan 
hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak 
dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya 
ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan 
kepada ahli warisnya.9  
3) Syarat Mauquf ‘alaih (penerima wakaf) 
Yang dimaksud dengan mauquf’ alaih adalah tujuan wakaf 
(peruntukan wakaf). Adalah sah wakaf muslim dan non muslim kepada 
badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan 
kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan 
non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam 
seperti gereja.10 
 
 
                                                          
9
  Ibid. Hal. 39. 
10
  Ibid. Hal. 47. 
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4) Syarat Shighat ( Ikrar wakaf ) 
Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang 
yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 
diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif 
tanpa memerlukan qabul dari mauquf’alaih. Begitu juga qabul tidak 
menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk 
berhaknya mauquf’alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada 
wakaf yang tidak tertentu.11 
b. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf 
Pelaksanaan  wakaf  harus  dipenuhi  6 unsur-unsur, yaitu :  
1)   Wakif 
2)   Nadzir 
3)   Harta benda wakaf 
4)   Ikrar wakaf 
5)   Peruntukan harta benda wakaf 
6)   Jangka waktu wakaf 
Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf terdiri dari :12 
1) Benda tidak bergerak 
Yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut : 
                                                          
11
  Ibid. Hal. 55. 
12
   Ibid. Hal. 71. 
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a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. 
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada poin pertama. 
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari‟ah 
dan peraturan perundang-undangan. 
2) Benda bergerak selain uang, dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang 
dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-
undang. 
b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat 
dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. 
c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak 
dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang 
persediaannya berkelanjutan. 
d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian 
dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip 
syari’ah. 
3) Benda bergerak berupa uang, dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. 
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b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang 
asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. 
c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di 
Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 
untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan 
kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, 
menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, dan 
mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi 
sebagai akta ikrar wakaf. 
4. Macam-macam wakaf 
Bila ditinjau dari segi peruntukan, wakaf dibagi menjadi dua    
macam : 
1) Wakaf Ahli 
Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau 
lebih, keluarga si wakif atau bukan. 
2) Wakaf Khairi 
Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) 
atau kemasyarakatan (kebajikan umum). 
4.  Dasar hukum wakaf 
a.   Dasar hukum wakaf menurut islam 
Dasar wakaf yang bersumber dari Al-Quran yaitu Q.S. Ali Imran 
Ayat (92) yang artinya :  
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” 
 
Dan Q.S. Al-Baqarah Ayat (261) yang artinya : 
 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan butiran benih 
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 
 
 
b.  Peraturan perundang-undangan tentang wakaf 
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. 
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik. 
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. 
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.  
6) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1 Tahun 1978 dan Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. 
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7) Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala 
Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor                  
3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.13  
5.  Prosedur Peruntukan wakaf  
a.   Menurut hukum Islam 
Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. 
Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa benda yang 
telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain 
daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ketentuan yang dimaksud 
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari 
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena 
tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan 
karena kepentingan umum.14 
b.  Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf  
Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga 
mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah 
dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu 
sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 
dilarang : 
 
                                                          
13
   Rachmadi Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.   
Hal. 153-251. 
14
  Ruddy Pamungas. Op.Cit. Hal. 16. 
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1) Dijadikan jaminan. 
2) Disita. 
3) Dihibahkan. 
4) Dijual. 
5) Diwariskan. 
6) Ditukar. 
7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf 
yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Berdasarkan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan syari’ah. Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari 
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf 
yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut 
wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang- 
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan demikian 
perubahan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama 
memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. 
Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk 
meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta 
wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan 
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eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. 
Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan 
lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu 
yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut 
terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan 
amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. 
Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk 
mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan 
masyarakat banyak.15 
 
B. Tinjauan Umum tentang Yayasan 
 
1. Pengertian yayasan 
Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi 
dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. 
Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial 
atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari 
membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Yayasan 
telah diatur dengan hukum positif, yaitu dengan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2001,yang diumumkan dalam lembaran Negara tahun 2001 
nomer 112, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 
                                                          
15
  Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Op.Cit. Hal. 69. 
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Tahun 2004 yang diumumkan dalam lembaran Negara Tahun 2004 nomor 
115, tentang Yayasan.16 
Menurut Rudhi Prasetya,pengertian dari yayasan dari para pakar 
hukum maupun yang berada pada Undang-undang tidak ditemukan 
rumusan definisi dari yayasan itu sendiri, yang ada hanyalah esensial 
serta penunjukan unsur-unsur dari suatu yayasan. Di dalam buku Utrecht 
dan buku Wirjono Prodjodikoro, kedua penulis ini pun tidak merumuskan 
defenisi mengenai Yayasan, melainkan hanya mengemukakan 
esensialnya. Mnurut kedua penulis ini, dalam pengertian yayasan 
terkandung beberapa esensialnya, yaitu :.17 
a. Adanya suatu harta kekayaan. 
b. Harta kekayaan itu merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada 
yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan. 
c. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu. 
d. Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta 
kekayaan itu. 
2. Kekayaan Yayasan 
Untuk melakukan fungsinya sehingga yayasan dapat mencapai 
tujuannya yang filantropis, maka dibutuhkan dana yang cukup. 
Persoalan dana adalah hal yang paling urgen bagi yayasan apalagi 
jika yayasan tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap. 
                                                          
16
  Rudhy Prasetya. Yayasan Dalam Teori dan Praktik. Sinar grafika. Jakarta. 2012.Hal 1. 
17
  Ibid. Hal. 3. 
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Dalam penelitian yang dilakukan di Sulawesi selatan, kekayaan 
yayasan akan berubah-ubah dan/atau bertambah dikarenakan.18  
1) Bantuan atau sumbangan dari pemerintah atau badan-badan 
lainnya yang tidak mengikat; 
2) Hibah, baik hibah wasiat, maupun wakaf; 
3) Hasil usaha yayasan lainnya yang sah dan halal. 
Pada hakikatnya yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan untuk 
suatu tujuan tertentu yang oleh undang-undang diberi status badan 
hukum. Kekayaan yayasan yang di maksud dalam undang-undang 
yayasan adalah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi 
atau pendiri dan dijadikan asset yayasan untuk mencapai maksud dan 
tujuan yayasan. Setelah dipisahka, kekayaan tersebut bukan lagi milik 
perseorangan atau badan hukum yang di maksud, melainkan telah 
menjadi milik yayasan. Pengelolaan kekayaan yayasan tersebut dilakukan 
sepenuhnya oleh pengurus, tetapi kekayaan tersebut tidak dapat 
dibagikan kepada Pendiri,pengurus dan/atau pengawas. 
Kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari; sumbangan atau 
bantuan yang tidak mengikat,wakaf,hibah,wasiat, perolehan lain yag tidak 
bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau perundang-
undangan yang berlaku 
                                                          
18
  Anwar Borahima.2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan 
Tanggung jawab Yayasan. Edisi kesatu. Kencana. Jakarta. 
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Dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, maka 
diperlakukan ketentuan hukum perwakafan, yaitu Peraturan Pemerintah 
No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah Milik dan peraturan lainnya 
yang berkaitan dengan perwakafan. Demikian pula dengan pemberian 
nama yaysan harus ditambahkan kata wakaf setelah yayasan.19  
3.  Wewenang pengurus sebagai wakil dari badan hukum 
yayasan 
Pengurus menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan 
yayasan dan hal ini memberikan tanggung jawab yang besar, baik ke 
dalam maupun ke luar. Wewenang pengurus badan hukum yayasan 
adalah untuk mengurus di antaranya : 
a. Pengurus diberi tugas untuk membina yayasan sesuai dengan 
pembatasan yang ditentukan dalam anggaran dasar. 
b. Pengurus yayasan tidak berwenang mengadakan perikatan harta 
kekayaan, mengadakan pembelian, membuat utang, mengikat 
yayasan sebagai mitra debitur, kecuali jika dimungkinkan/dibolehkan 
dalam anggaran dasar. 
c. Pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan kecuali 
jika Undang-undang menentukan lain.20  
 
 
                                                          
19
  Ibid. hlm 113 
20
  Damawir.  Perwakilan dan Badan Hukum.  Departemen Pendidikan Nasional. Padang. 
1991. Hal. 58. 
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4. Tindakan Badan Hukum Yayasan terhadap 
organ/pengurusnya 
Pertanggungjawaban pengurus merupakan landasan kegiatan para 
pengurus pada tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan 
bertindak pengurus serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu 
badan hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurus terhadap 
pihak ketiga, maka disini pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam 
dan di luar Pengadilan. Dalam hubungan ini ada dua sisi yang harus 
diperhatikan, yaitu kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak 
untuk serta atas nama yayasan. Sedangkan pada sisi lain, kewenangan 
pengurus mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak pengurus 
dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana 
ditentukan dalam anggaran dasar. Standard of Care and Diligence untuk 
pengurus mensyaratkan pengurus untuk bertindak pada tindakan yang 
patut dari suatu kehati-hatian, sesuai dengan kewenangan atau 
ketidaksewenangan.21 
 
C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan 
1.  Pengertian tanah 
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) 
UUPA yaitu : 
                                                          
21
  Chatamarrasjid Ais. Badan Hukum Yayasan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. 
hal. 106. 
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“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dapat pula dimiliki oleh 
orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum.” 
 
Pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur 
dalam penjelasan pasal UUPA sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 
Angka 1 bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.22 
Pengertian tanah dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya 
dirumuskan :23 
a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. 
b. Tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan 
sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. 
 
2.  Pengertian hak atas tanah 
Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA tertulis bahwa : 
“Atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam 
hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara 
sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum, di mana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk 
mempergunakan tanah-tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu 
pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, 
dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain 
yang lebih tinggi.” 
 
 
                                                          
22
  H.Hambali Thalib.Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan.Kencana.bandung. 
2009. hal 26. Dikutip dari Boedi Harsono. 1981. 
23
  Ibid. hal 27. 
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Dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, dengan jelas tertulis macam-
macam hak atas tanah yang dapat dimiliki baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain. Hak atas tersebut adalah : 
a.     Hak milik 
Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan UUPA khususnya 
dalam Pasal 20 tertulis bahwa : 
“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” 
Hak milik itu sendiri berdasarkan Ayat (2) dari pasal ini menyatakan 
bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini 
berbeda dengan hak milik menurut Islam yang tidak mengakui hak milik 
atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas 
sesuatu benda hanya pada Allah. 
b.     Hak guna usaha 
Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
mengatakan bahwa : 
“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.” 
 
Jadi hak guna usaha dalam hal ini hanya semata-mata diperuntukkan bagi 
suatu kegiatan produksi tertentu serta mempunyai batas waktu tertentu 
dalam pengelolaannya. 
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c.     Hak guna bangunan 
Dalam Pasal 35 UUPA mengatur tentang hak guna bangunan yang 
dinyatakan bahwa : 
“Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memperoleh 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun.” 
 
Hak guna bangunan berdasarkan pengertian di atas dapat 
diketahui bahwa hanya diperuntukkan dalam hal mendirikan dan 
mempunyai bangunan. Mendirikan berarti membuat bangunan baru atau 
membeli bangunan yang berdiri di atas hak guna bangunan. 
d.     Hak pakai 
Pengertian hak pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah sebagai 
berikut : 
“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian pengotanah tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.” 
 
Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap orang 
diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan 
baik secara cuma-cuma dengan pembayaran ataupun dengan pemberian 
berupa jasa akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
e.     Hak sewa 
Hak sewa dalam UUPA secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 
44 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : 
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“Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah.” 
Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk 
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang sewa. Pembayaran sewa dapat dilakukan : 
1)   Satu kali atau pada tiap waktu-waktu tertentu. 
2)   Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 
Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh 
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 
Mengenai prosedur untuk memperoleh hak sewa tersebut harus melalui 
suatu perjanjian yang dibuat di hadapkan notaris atau camat setempat 
sehingga memiliki dasar hukum. 
f.     Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 
dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dalam peraturan 
pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara 
sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Ketentuan 
tersebut ditegaskan dalam UUPA khususnya Pasal 46 Ayat (1) dan (2). 
g.     Hak-hak yang sifatnya sementara 
Adapun mengenai hak-hak yang diberi sifat sementara oleh UUPA 
dimaksudkan bahwa suatu ketika hak-hak tersebut akan ditiadakan 
sebagai lembaga-lembaga hukum karena UUPA menganggapnya tidak 
sesuai dengan asas-asas hukum agraria terutama mengenai dicegahnya 
tindak pemerasan. Hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak sewa tanah 
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pertanian adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada yang 
mempunyai tanah untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan 
orang lain.24 
3.  Pengertian sengketa pertanahan 
Sengketa pertanahan terdiri dari dua suku kata, yaitu sengketa dan 
pertanahan. Pengertian tanah telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. 
Sedangkan sengketa sering dihubungkan dengan kata konflik.  
Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan 
perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian, perselisihan; 
Perkara (dalam pengadilan). Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi 
dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali 
oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat 
dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan 
muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang 
merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak 
kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak 
pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua 
menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, 
terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.25  
Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 
1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
                                                          
24
  http://raypratama.blogspot.com/2012/02/hak-atas-tanah.html. Diakses pada hari 
Senin, 15 September 2014, jam 14.00 WITA. 
25
   Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004. Hal. 34. 
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Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 
Pertanahan, yang berbunyi :  
“sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai : 
a. Keabsahan suatu hak; 
b. Pemberian hak atas tanah; 
c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharaannya dan 
penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang 
berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.” 
 
Jadi, pada hakikatnya sengketa pertanahan (tanah) merupakan 
benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara 
siapa dengan siapa, sebagai contoh antara perorangan dengan 
perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan 
badan hukum, dan lain sebagainya.26 
Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan 
Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. Kasus pertanahan dapat berupa permasatanah status tanah, 
masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar 
pemberian hak dan sebagainya. Sengketa pertanahan dirumuskan dalam 
Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 
Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu :  
“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai 
keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas 
tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak 
                                                          
26
  http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaiansengketapertanahanfias.html. Diakses 
pada hari Senin, 15 September 2014, jam 14.05 WITA. 
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yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan 
pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah 
tersebut.” 
Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-
pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, 
yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat 
permasatanah dari suatu sengketa ada beberapa macam :27 
a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai  
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah 
yang belum ada haknya. 
b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan 
sebagai dasar pemberian hak. 
c. Kekeliruan/kesatanah pemberian hak yang disebabkan penerapan 
peraturan yang kurang/tidak benar. 
d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 
(bersifat strategis). 
 
4.  Penyebab terjadinya sengketa pertanahan (tanah) 
Adapun pemicu terjadinya sengketa misalnya :28 
a. Kesalahpahaman; 
b. Perbedaan penafsiran; 
c. Ketidakjelasan pengaturan; 
                                                          
27
  Ibid. 
28
  Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006. Hal.28. Diakses. pada hari 
Senin, 15 September 2014, jam 14.43 WITA. 
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d. Ketidakpuasan; 
e. Ketersinggungan; 
f. Kecurigaan; 
g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur; 
h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan; 
i. Keadaan yang tidak terduga. 
Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, 
setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa 
tanah : 
a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya 
adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki 
sertifikat masing-masing. 
b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan 
dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian 
maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara 
ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, 
khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. 
Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi 
yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan 
tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil 
alih oleh para pemodal dengan harga murah. 
c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti 
formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. 
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Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat 
dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka 
telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut 
lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap 
remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah 
ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera 
dicarikan solusinya, karena sengketa tanah sangat berpotensi 
terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri 
harus dipertaruhkan. 
Menurut Saidin, bahwa pada catatan statistik pengadilan di 
Indonesia, kasus-kasus sengketa pertanahan di peradilan formal 
menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus 
lainnya. Masalah sengketa tanah tidak akan ada habisnya karena tanah 
mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia.29 Faktor 
penyebab dari konflik di bidang pertanahan antara lain adalah 
keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur 
penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama 
pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, 
inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian antara undang-undang dengan 
kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang 
mengakibatkan pada era reformasisekarang ini muncul kembali gugatan, 
dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta 
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  Ibid. 
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ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum 
adatdalam sistem perundang-undangan agraria.30 
Menurut Rusmadi Murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula 
dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-
keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, 
prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 
penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. Faktor 
penyebab munculnya permasatanah tentang kasus sengketa tanah antara 
lain Harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang 
semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan haknya, iklim 
keterbukaan yang digariskan pemerintah.31  
Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi 
pokok persoalan yang berkaitan dengan : 
a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah. 
b. Keabsahan suatu hak atas tanah. 
c. Prosedur pemberian hak atas tanah. 
d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda 
bukti haknya.32 
5.  Solusi penyelesaian sengketa pertanahan (tanah) 
Terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan 
penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), 
                                                          
30
  Ibid. 
31
  Http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaiansengketapertanahanfias.html. Op.Cit. 
32
  http://derryjie.blogspot.com/2013/11/makalah-sengketa-tanah_26.html. Diakses pada 
hari Senin, 15 September 2014, jam 14.07 WITA. 
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berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional, solusi di luar peradilan 
(non litigasi), dan solusi melalui badan peradilan (litigasi). Solusi 
penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui cara berikut ini :33 
a. Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kasus pertanahan itu timbul karena adanya 
klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) 
yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha 
Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata 
Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta 
keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas 
suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin 
mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut 
koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan 
untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di 
bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan 
meliputi beberapa macam antara lain mengenai masalah status tanah, 
masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar 
pemberian hak dan sebagainya.  
Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan 
Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat 
dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika 
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  Ibid. 
38 
 
diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan 
Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan 
sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak 
yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara 
musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan 
bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara 
rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam 
akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna. 
Pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan 
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat 
hukum/administrasi di dalam penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum 
kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain :34 
1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. 
2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
3) Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional 
Di Bidang Pertanahan. 
4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No 3 Tahun 1999. 
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  Ibid.  
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b. Solusi di luar pengadilan Alternatif Dispute Resolution 
(ADR) 
Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi 
sengketa pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui 
lembaga pengadilan. Namun dengan lamanya proses pengadilan serta 
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mendorong 
masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif dan efisisen dalam 
menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan. Di bidang 
pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang 
secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute 
Resolution (ADR). Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak 
menggunakan lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan dua 
alasan, yaitu di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka 
pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai 
oleh para pihak (Pasal 130 HIR), serta secara eksplisit cara penyelesaian 
masalah berkenaan dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam 
kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah. 
Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-
undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar 
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pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli (Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). 
Adapun karakteristik daripada Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
yaitu :35 
1) Privat sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para 
pihak); 
2) Kooperatif; tidak agresif/bermusuhan dan tegang; 
3) Fleksibel dan tidak formal/kaku; 
4) Kreatif; 
5) Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka 
miliki; 
6) Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik. 
c. Solusi melalui badan peradilan (litigasi) 
Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak 
yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian 
secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus 
melalui pengadilan. Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan 
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  Indonesian Institute for Conflict Transformation. Op.Cit. Hal. 36. 
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permohonan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 
Pertanahan yang telah diputuskan tersebut di atas.  
Adapun karakteristik daripada penyelesaian sengketa pertanahan 
melalui pengadilan, yaitu :36 
1) Prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara); 
2) Para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi, dan 
pengajuan alat bukti; 
3) Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan para pihak dan 
keahliannya bersifat umum; 
4) Prosesnya bersifat terbuka / transparan; 
5) Hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan/pandangan 
hakim. 
6. Matriks putusan perkara dan eksekusi 
Sengketa tanah dalam skripsi ini menyangkut pula mengenai 
permasatanah eksekusi putusan pengadilan. Adapun matriks untuk 
putusan sengketa tanah ini yang eksekusinya menjadi permasalahan yang 
diangkat dalam skripsi ini yaitu :37 
 
 
 
 
                                                          
36
  Ibid. Hal. 29. 
37
  Diambil dari Resume Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 
No.09/Pdt.G/2004/PN.Pol;  Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 
127/PDT/2005/PT. MKS; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1439 K/Pdt/2006; dan 
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 357 PK/Pdt/2008. 
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PUTUSAN SENGKETA TANAH ANTARA YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD DENGAN 
UNIVERSITAS AL-ASYARIAH MANDAR 
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Kata eksekusi berasal dari bahasa asing yaitu executie, yang 
berarti pelaksanaan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian 
“menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen), yakni 
melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan 
kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak 
tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, 
eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara 
paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.38 Putusan pengadilan 
yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah 
satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan 
putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, 
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   M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.                    
PT. Gramedia. Jakarta. 1991. Hal. 5. 
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sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara 
sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk 
melaksanakannya.39  
          Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi  adalah merupakan tindakan 
hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam 
suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses 
pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum 
acara perdata.40 Menurut Prof. R. Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan 
suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara 
sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan 
eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus 
mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus 
dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud 
dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan 
bersenjata).41  
Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan 
pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu 
putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. 
Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan 
                                                          
39
  Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 
Prenada Media. Jakarta. 2005. Hal. 313. 
40
  M. Yahya Harahap. Op.Cit. Hal. 1. 
41
  R. Subekti. Hukum Acara Perdata. Binacipta. Bandung. 1989. Hal.130. 
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kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang 
merupakan eksekusi.42  
Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah 
dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai 
ketentuaan :  
a. Pasal 195-Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR / Pasal 206-Pasal 240 
R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);  
b. Pasal 225 HIR / Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum 
tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);  
c. Pasal 209-Pasal 223 HIR / Pasal 242-Pasal 257 R.Bg, yang mengatur 
tentang ”sandera” (gijzeling) tidak lagi di berlakukan secara efektif; 
d. Pasal 180 HIR / Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan 
SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang 
belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta 
(Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi);  
e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil); 
f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
(tentang pelaksanaan putusan pengadilan).43 
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tidak terdapat 
perkecualian terhadap berlakunya hukum acara perdata sehingga 
                                                          
42
  Djazuli Bachar. Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan 
Hukum. Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta. Hal. 6. 
43
 Artikel dari M. Luqmanul Hakim Bastary. Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Diakses 
pada hari Senin, 15 September 2014, jam 15.00 WITA. 
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berlakulah penuh kedua Undang-undang mengenai acara perdata.44 Surat 
Edaran Mahkamah Agung No.2/1964 tanggal 22 Januari 1964 juncto 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 
membekukan keberlakuan pasal 209 sampai dengan pasal 222 HIR, 
karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah 
negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Prikemanusiaan, salah 
satu dari Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan Surat Edarannya diatas 
Sandera dilarang untuk diperlakukan.45 
Untuk menjalankan eksekusi, perlu memperhatikan berbagai asas, 
yaitu :46 
a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan 
hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Sebagai pengecualian dari 
asas di atas adalah :  
1) Putusan serta merta (uitvoerbaar bii voorraad);  
2) Putusan provisi;  
3) Putusan perdamaian;  
4) Grosse akta hipotik/pengakuan hutang.  
b. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum 
(condemnatoir). Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum 
adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk yurisdictio 
contentiosa (bukan yurisdictio voluntaria), dengan bercirikan bahwa 
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  Djazuli Bachar. Op.cit. Hal 12. 
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  Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam 
Teori dan Praktek.  Mandar Maju. Bandung. 1989. Hal. 122. 
46
  M. Yahya Harahap. 1988. Op.Cit. Hal. 13. 
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perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan 
ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara 
penggugat dan tergugat (contradictoir).  
c. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Maksudnya, 
bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata 
tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela.  
d. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama 
(Pasal 195 Ayat (1) HIR / Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg). Maksudnya, 
bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah 
mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya 
sendiri, sehingga secara ex officio (ambtshalve) kewenangan tersebut 
berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan 
agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga 
akhir (dari aanmaning hingga penyerahan barang kepada penggugat). 
e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya, apa yang 
dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. 
 
Pada dasarnya, ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang 
hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan 
pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, 
sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil, dan melakukan 
pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi 
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pembayaran uang”.47 Demikian juga dalam praktek peradilan agama 
dikenal dua jenis eksekusi yaitu :48 
a. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat 
(11) HIR/Pasal 218 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1033 Rv, yang meliputi 
penyerahan pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan 
melakukan sesuatu.  
b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial 
verkoop, sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR / Pasal 215 
R.Bg. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang 
mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan 
pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg).  
Selain itu, ada pula yang dinamakan parate executie atau eksekusi 
langsung. Parate executie terjadi apabila seorang kreditor menjual 
barang-barang tertentu milik debitor tanpa mempunyai title eksekutorial.49 
Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, 
terkadang dan bahkan sering menemui hambatan baik bersifat yuridis 
maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk 
menangguhkan eksekusi tersebut.  
a.  Hambatan yuridis  
1)    Adanya perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet).  
2)  Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi  
3)       Adanya permohonan Peninjauan Kembali  
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  Abdul Manan. Op.Cit. Hal. 316. 
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  Sudikno Mertokusumo. Op.Cit. Hal. 249. 
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b.  Hambatan non yuridis  
Hambatan non yuridis adalah hambatan yang paling sering 
dijumpai di lapangan. Hambatan tersebut dapat berupa :  
1) Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan 
kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, 
dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga 
melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.  
2) Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang 
berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu 
kerusuhan.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
50
  M. Luqmanul Hakim Bastary. Op.Cit.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasatanah dan penyelesaian penulisan skripsi ini, 
maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 
Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad 
(DDI), dan di Yayasan Universitas Al-asyariah Mandar. Adapun 
pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena relevan dengan judul dan 
permasatanah yang diangkat. Dengan melakukan penelitian di lokasi 
tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses data demi 
keakuratan penyusunan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
dengan cara melakukan wawancara kepada hakim-hakim yang 
pernah memutus perkara tentang alas hak kepemilikan atas 
sengketa tanah. serta terhadap pihak-pihak yang bersengketa atau 
berperkara (Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) dan Yayasan 
Universitas Al-asyariah Mandar) 
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2. Data Sekunder, yaitu data berupa putusan yang diperoleh dari 
pengadilan yang memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 
untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada 
hakim-hakim yang pernah memutus perkara tentang alas hak kepemilikan 
atas sengketa tanah, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali 
Mandar, serta pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara (Yayasan 
Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) dan Yayasan Universitas Al-asyariah 
Mandar). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 
mengumpulkan datum dari Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
D.     Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologi hukum (Socio-Legal Approach) karena permasalahan tanah 
yang diteliti ini didekati dari yayasan selaku pihak yang bersengketa, 
hukum dan pengadilan, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan 
berupa penelitian deskriptif yang artinya prosedur pemecahan masalah 
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yang diteliti dengan menggambarkan objek dan subjek hukum pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
  
E.   Populasi dan Sampel 
 
Populasi dalam penelitian ini meliputi hakim pengadilan yang ada di 
Sulawesi Barat, serta pihak yang berperkara tentang alas hak kepemilikan 
sengketa tanah, sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan 
dengan teknik purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah 
kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga jumlahnya 
terbatas. Adapun sampel peneliti terdiri dari 5 hakim Negeri Polewali 
Mandar, serta 2 pengurus Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) dan 
Yayasan Universitas Al-asyariah Mandar. 
 
F.      Analisis Data 
 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 
permasalahan tanah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A.  Status Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Antara Yayasan 
Darud Da’wah wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar di 
Kabupaten Polewali Mandar 
 
Sengketa hak atas tanah timbul karena beberapa alasan yang 
dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, termasuk sengketa atas tanah 
wakaf oleh yayasan pendidikan. Sengketa yang terjadi di Kabupaten 
Polewali Mandar antara Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dan 
Universitas Al-asyariah Mandar digugat dari tingkat Pengadilan Negeri 
hingga ke tingkat Mahkamah Agung, bahkan melibatkan pihak ketiga 
dengan adanya derdenverzet (perlawanan pihak ketiga), yaitu ahli waris 
dari si pemberi wakaf dan pemerintah. Derdenverzet yang diajukan oleh 
pemerintah sampai saat ini masih wacana, sedangkan derdenverzet dari 
ahli waris tersebut dianggap sebagai gugatan yang mengandung cacat 
formil, sehingga amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijke verklaard/NO).51 
Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat dilihat 
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 
tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI 
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  Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Wawancara. Hari Kamis, 11 Januari 2015 
pukul 11.00 WITA. 
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No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah 
Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan 
bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat 
diterima. 
Pengadilan Negeri Polewali menyatakan bahwa derdenverzet yang 
diajukan oleh ahli waris H. S. Mengga sebagai pemberi wakaf tidak dapat 
diterima, karena tanah yang diberikan kepada Sahabuddin yang pada saat 
itu adalah tanah negara, bukan tanah hak milik pribadi H. S. Mengga. 
Adapun hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam sengketa tanah 
tersebut, yaitu Akta Notaris Hasan Zaini Zainal, S.H., No. 09 tanggal 19 
Maret 1987 yang merupakan Akta Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad 
(sebelumnya merupakan perguruan) yang telah disahkan berdasarkan 
Penetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 15 Mei 1956, No. J.A.5/33/11 
yang dimuat dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 10 Agustus 1956 
No. 64 (No.111-1956), asset/harta benda milik Pengurus Besar (PB) 
Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad di Polmas yang terdiri atas gedung-
gedung/bangunan sekolah, tanah/persil, dan prasarana lainnya yang 
terletak di jalan Budi Utomo No. 2 Kabupaten Polmas, Surat Keputusan 
Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Baru untuk masa bakti tahun 
2003-2007 berturut-turut, serta penerbitan Akta Notaris No. 03 tanggal 8 
Desember 1993 dengan nama Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (YSTKIP) dan berlanjut dengan perubahan Akta Notaris 
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NO. 38 tanggal 13 Desember 1999 dengan nama Yayasan Al-asyariah 
Polewali Mandar dan kemudian diubah menjadi Universitas Al-asyariah 
Polewali Mandar dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi (atas nama Menteri Pendidikan Nasional RI) tanggal 27 April 2004 
No. 59/D/0/2004. 
Dalam perkara di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda 
mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini. 
Pendapat pertama dari pihak tergugat (Sahabuddin,dkk.), tanah yang 
menjadi objek sengketa ini diberikan oleh H.S. Mengga, tidak diberikan 
langsung kepada Darud Da’wah wal-Irsyad, tetapi diberikan kepada 
pengelola perguruan tinggi dalam hal ini yaitu Sahabuddin. Pemberian itu 
diberikan secara pribadi terhadap jabatan Sahabuddin sebagai pengelola 
perguruan tinggi.  Pemberian tanah yang dilakukan oleh H. S. Mengga 
kepada Sahabuddin dibuktikan dengan perjanjian tertulis pada perjanjian 
wakaf antara H.S. Mengga dengan Sahabuddin yang isinya adalah                  
H.S. Mengga mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 
Mandatte, Kecamatan Polewali seluas 100x100m (1 Ha) kepada 
Sahabuddin untuk digunakan sebagai tempat mendirikan sekolah, 
kegiatan sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Hak atas tanah yang 
diberikan tersebut adalah Hak Guna Bangunan mulai dari tanggal 17 Juni 
2004 sampai dengan tanggal 24 September 2034, dimana yang menjadi 
pemegang hak tersebut adalah Yayasan Al-Al-asyariah Mandar atas 
55 
 
rekomendasi dan keinginan dari Sahabuddin agar tanah tersebut 
dipergunakan untuk kegiatan yayasan.52 
Pendapat kedua dari pihak penggugat (Muiz Kabri), yaitu seluruh 
aset dan harta kekayaan yang berada pada Universitas Al-asyariah 
Mandar adalah merupakan milik dari Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad, 
karena Universitas Al-asyariah Mandar sendiri adalah berasal dari STKIP, 
sedangkan STKIP itu sendiri adalah milik dari Yayasan Darud Da’wah wal-
Irsyad. Awal dari pendirian STKIP adalah niat dari Sahabuddin untuk 
mendirikan Universitas Al-asyariah Mandar. Sahabuddin ingin meminjam 
STIKIP dan STIP menjadi bagian dari Universitas Al-asyariah Mandar, 
agar diterima menjadi universitas. Dan pada waktu itu menurut Muiz Kabri 
bahwa Yayasan Darud Da’wah wal Irsyad menolak keinginan dari 
Sahabuddin tersebut, karena jika STKIP dan STIP Darud Da’wah wal 
Irsyad  Polmas dipinjamkan untuk hal tersebut maka otomatis akan 
menimbulkan sengketa di kemudian hari. 
Muiz Kabri yang mewakili Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali, 
namun ditolak. Oleh karena gugatan Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad ditolak, maka diajukan banding ke Pengadilan Tinggi 
Makassar. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yaitu menerima 
banding pihak Pengurus Besar (PB) Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad, 
sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali dibatalkan.  Yayasan Darud 
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  Annisa Nurul Fitri. 2012.  Kedudukan Ormas Darud Da’wah Wal-irsyad pada pendirian 
Yayasan Univeristas Asy-Syariah Mandar. Makassar. Universitas Hasanuddin 
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Da’wah wal-Irsyad memiliki akta yayasan yang dibuat oleh Notaris Hasan 
Zaini Zainal, S.H. yang dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum. 
Selain tanah yang menjadi objek sengketa, asset/harta benda yang terdiri 
atas gedung-gedung/bangunan sekolah, tanah/persil dan prasarana 
lainnya pun menjadi sengketa antara Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad 
dan Universitas Al-asyariah Polewali Mandar. Dari perkara tersebut, 
ternyata ada dua Akta Notaris yang sama-sama diterbitkan di atas tanah 
yang sama dengan pemilik yang berbeda, yaitu Yayasan Darud Da’wah 
wal Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar. Apalagi perkara perdata di 
atas tidak sampai Pengadilan Tinggi Makassar saja, melainkan diajukan 
upaya hukum Peninjauan Kembali.  
Seperti yang telah dijelaskan di atas, status tanah dan bangunan 
serta asset yang berada dalam penguasaan Universitas Al-asyariah 
Mandar menjadi permasalahan dalam skripsi ini.  Tanah yang menjadi 
objek sengketa merupakan tanah wakaf karena tanah yang diberikan 
adalah tanah milik negara yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 
sitaan, atau perkara dengan bukti Surat Perjanjian Wakaf dan Surat 
Rekomendasi dari H. S. Mengga sebagai Bupati Polewali Mamasa pada 
saat itu. Tanah yang diberikan kepada Sahabuddin (yang pada saat itu 
adalah pengurus Yayasan Darud Da’wah wal Irsyad) adalah tanah negara 
yang diberikan sebagai hak milik perguruan sebagai lokasi pembangunan 
perguruan tinggi di daerah Polewali dengan luas 100 meter x 100 meter (1 
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Ha) yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polmas dengan batas-batas sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Jalanan 
2. Sebelah Selatan : Perumahan Rakyat 
3. Sebelah Barat : Jalanan 
4. Sebelah Timur  : Jalanan53 
Jika dianalisis dari syarat objek tanah yang menjadi sengketa 
antara Yayasan Darud Da’wah wal Irsyad, maka tanah tersebut adalah 
tanah wakaf. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, yang termasuk harta benda wakaf terdiri dari : 
1. Benda tidak bergerak; dan 
2. Benda bergerak. 
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud di atas meliputi : 
1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud di atas; 
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
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  Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polewali Mamasa                            
(H. S. Mengga) yang diterbitkan pada tanggal 25 April 1985. 
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5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan benda bergerak sebagaimana dimaksud adalah harta benda 
yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 
1. Uang; 
2. Logam mulia; 
3. Surat berharga; 
4. Kendaraan; 
5. Hak atas kekayaan intelektual; 
6. Hak sewa; dan 
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf di atas, tanah dan asset yang dikuasai oleh Universitas Al-asyariah 
Mandar memenuhi ketentuan sebagai harta benda wakaf, karena tanah 
tersebut adalah tanah negara yang diberikan sebagai hak milik perguruan. 
Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanah yang 
diwakafkan haruslah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, jika tidak ada Akta Ikrar 
Wakaf, maka wakaf tersebut tidak sah secara hukum negara. Untuk 
memenuhi persyaratan perwakafan, maka : 
1. Calon wakif/pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus 
datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 
melaksanakan ikrar wakaf. 
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2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan 
secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan, di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang mewilayahi tanah 
wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan menuangkan dalam bentuk tertulis 
menurut bentuk-bentuk W. I. Bagi mereka yang tidak mampu 
menyatakan kehendaknya secara lisan, dapat menyatakan dengan 
isyarat. 
3. Calon wakaf yang tidak datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kantor 
Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf dan dibacakan 
kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang 
mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi-saksi. 
4. Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya maupun sebagian 
harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas 
dari beban ikatan, jaminan, sitaan, atau sengketa. 
5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah 
dewasa, beragama Islam, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk 
melakukan perbuatan hukum dan segera setelah ada ikrar wakaf, 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf menurut 
W.2 rangkap 3 (tiga) dan salinannya menurut bentuk W.2a rangkap 4 
(empat). 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu dosen di Universitas 
Al-asyariah Mandar, Rezky, pemberian tanah yang dilakukan oleh H. S. 
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Mengga kepada Sahabuddin dapat dibuktikan dengan perjanjian tertulis 
pada perjanjian wakaf antara H. S. Mengga dengan Sahabuddin yang 
isinya adalah sebagai berikut : 
1. H. S. Mengga, alamat di jalan Poros Polewali, selanjutnya disebut 
sebagai pihak pertama. 
2. Drs. Sahabuddin, alamat Ujung Pandang, selanjutnya disebut sebagai 
pihak kedua. 
Dengan ini melakukan perjanjian wakaf sebagai berikut : 
1. Pihak pertama bersedia mewakafkan sebidang tanah yang terletak di 
Kelurahan Mandatte Kecamatan Polewali seluas 100 meter x 100 
meter (1 Ha) kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tempat 
mendirikan sekolah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. 
2. Pihak kedua dapat menggunakan tanah wakaf tersebut pada butir 
pertama sesuai dengan tujuannya. 
3. Pihak kedua tidak dapat mengalihkan hak yang diperoleh dari pihak 
pertama, apakah atas nama pribadi, yayasan, atau kepada pihak 
ketiga. 
4. Pihak kedua dapat secara administrasi memohon sertifikat atas 
persetujuan pihak pertama, terbatas atau nama penerima wakaf dan 
perjanjian wakaf ini merupakan satu bagian yang tak terpisahkan. 
5. Apabila karena kebutuhan tersebut pada butir 4, dibutuhkan 
rekomendasi dari pemerintah daerah, maka pihak kedua dapat 
memohon rekomendasi tersebut kepada pihak yang berwenang. 
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6. Apabila di kemudian hari ada pihak ketiga yang merasa berhak atas 
tanah wakaf selain penerima wakaf, maka sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab pihak pertama atau ahli warisnya dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Penerima wakaf (pihak kedua) tetap menjalankan fungsi dan tujuan 
wakaf. 
b. Perjanjian wakaf ini batal dengan sendirinya jika tanah wakaf 
dialihkan, dipindahtangankan, atau berubah fungsi dan 
peruntukannya dan/atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak 
ketiga lainnya tanpa persetujuan pemberi wakaf. 
c. Bilamana perjanjian wakaf batal karena keadaan seperti tersebut di 
atas, maka dengan sendirinya tanah wakaf dikembalikan kepada 
pemberi wakaf atau ahli warisnya yang kemudian dapat menunjuk 
penerima wakaf lainnya. 
7. Demikianlah perjanjian wakaf ini dibuat dan ditandatangani kedua 
belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. 
Perjanjian itu ditandatangani oleh H. S. Mengga dengan Saha-
buddin dengan saksi yaitu H. Muchtar dengan H. M. Ridwan. Pada 
tanggal  25 April 1985, H. S. Mengga selaku Bupati Polewali Mamasa 
pada saat itu mengeluarkan Surat Rekomendasi pemberian tanah negara 
sebagai hak milik perguruan dengan lokasi pembangunan seperti yang 
disebutkan di atas. 
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Surat Perjanjian Wakaf antara H. S. Mengga dan Sahabuddin 
dengan Surat Rekomendasi Bupati Polewali Mamasa, H. S. Mengga, 
memiliki perbedaan yang membuat status pemberian tanah negara 
tersebut tidak jelas. Pada Surat perjanjian wakaf antara H. S. Mengga dan 
Sahabuddin, tertera bahwa tanah tersebut diberikan secara pribadi 
kepada Sahabuddin, namun pada Surat Rekomendasi Bupati Polewali 
Mamasa, H. S. Mengga, pemberian tanah negara tersebut adalah sebagai 
hak milik perguruan. Penulis berpendapat bahwa hak milik perguruan 
dalam Surat Rekomendasi tersebut ditujukan kepada perguruan yang 
dikelola oleh Sahabuddin pada saat itu, yaitu Darud Da’wah wal Irsyad. 
Surat Rekomendasi tersebut tidaklah mungkin untuk Universitas Al-
asyariah Mandar, karena pada saat Surat Rekomendasi tersebut 
dikeluarkan pada tanggal 25 April 1985, Universitas Al-asyariah Mandar 
belum berdiri. Selain itu, pada saat Surat Rekomendasi tersebut 
dikeluarkan, Sahabuddin sedang mengelola perguruan Darud Da’wah wal 
Irsyad, sehingga perguruan yang dimaksud dalam Surat Rekomendasi 
tersebut adalah Darud Da’wah wal Irsyad. 
Adapun pendapat dari pihak Darud Da’wah wal Irsyad, yang 
diwawancarai pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2015 di Yayasan Darud 
Da’wah wal Irsyad, Sahabuddin hanya meminjam Darud Da’wah wal 
Irsyad sebagai alat sementara untuk membangun Universitas Al-asyariah 
Mandar. Hal ini pun dibuktikan dengan surat Sahabuddin yang ditujukan 
kepada Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da’wah wal Irsyad pada 
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tanggal 30 Mei 2003. Namun pihak Universitas Al-asyariah Mandar, pada 
saat diwawancarai di universitas tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 
Januari 2015, mengatakan bahwa di dalam surat, tanah yang diberikan 
oleh H. S. Mengga adalah tanah yang tidak diberikan langsung kepada 
Darud Da’wah wal Irsyad tetapi diberikan kepada pengelola perguruan 
tinggi, dalam hal ini yaitu Sahabuddin, dimana pemberian itu diberikan 
secara pribadi terhadap jabatannya sebagai pengelola perguruan tinggi. 
Mengenai Surat Rekomendasi tersebut, Yayasan Al-Asyariah 
Mandar  kemudian mendaftarkan tanah tersebut dengan Hak Guna 
Bangunan, dengan lokasi di Kelurahan Mandatte Kecamatan Polewali 
Kabupaten Mamasa yang luasnya adalah 10.000 m2 dengan jangka waktu 
Hak Guna Bangunan tersebut mulai dari 17 Juni 2004 sampai dengan 24 
September 2034 dimana yang menjadi pemegang hak tersebut adalah 
Yayasan Al-Asyariah Mandar atas rekomendasi dan keinginan dari 
Sahabuddin agar tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan yayasan. 
Selain itu, yang dituntut oleh Darud Da’wah wal Irsyad di dalam 
gugatan di pengadilan adalah seluruh aset dan harta kekayaan yang 
berada di Universitas Al-asyariah Mandar.  Menurut pendapat pihak 
Universitas Al-asyariah Mandar, seluruh aset dan harta kekayaan yang 
berada dan dipergunakan di dalam pengelolaan Universitas Al-asyariah 
Mandar dari dulu sejak berdirinya Universitas Al-asyariah Mandar hingga 
sekarang ini. Tidak ada sedikitpun yang berasal baik itu berupa 
pemberian, bantuan, ataupun sumbangsih yang diberikan Pengurus Besar 
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Darud Da’wah wal Irsyad atas berdirinya Universitas Al-asyariah Mandar. 
Pernyataan ini pun kurang sesuai dengan surat dari Sahabuddin di atas, 
dimana Sahabuddin menyatakan bahwa Darud Da’wah wal Irsyad adalah 
alat sementara untuk membangun Universitas Al-asyariah Mandar, 
sehingga pendirian Universitas Al-asyariah Mandar memiliki kaitan dengan 
Darud Da’wah wal Irsyad.  
Dalam suratnya, Sahabuddin menyatakan bahwa sesuai putusan 
rapat Pengurus Besar Darud Da’wah wal Irsyad tanggal 28 Januari 2003 
telah disepakati keputusannya adalah Al-Al-asyariah, STKIP dan STIP 
Darud Da’wah wal Irsyad Polmas dapat berjalan bersama-sama dan tidak 
saling merugikan. Dari surat tersebut, Sahabuddin telah mengakui bahwa 
Darud Da’wah wal Irsyad memiliki andil dalam membangun Universitas Al-
asyariah Mandar, sehingga ada benang merah antara Darud Da’wah wal 
Irsyad dengan Universitas Al-asyariah Mandar yang ditolak hubungannya 
oleh pihak Universitas Al-asyariah Mandar. Selain itu, universitas tersebut 
menggunakan program studi STKIP Darud Da’wah wal Irsyad dengan 
STIP Darud Da’wah wal Irsyad sebagai program studinya. 
Hal tersebut dijelaskan oleh pihak Darud Da’wah wal Irsyad yang 
menyatakan bahwa seluruh aset dan harta kekayaan yang berada pada 
Universitas Al-asyariah Mandar adalah merupakan milik dari Darud 
Da’wah wal Irsyad. Alasannya adala karena Universitas Al-asyariah 
Mandar sendiri adalah berasal dari STKIP, sedangkan STKIP itu sendiri 
adalah milik dari Darud Da’wah wal Irsyad, dimana awal dari pendirian 
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STKIP adalah niat dari Sahabuddin untuk mendirikan Universitas Al-
asyariah Mandar dimana Sahabuddin menginginkan meminjam STKIP 
dan STIP menjadi bagian dari Universitas Al-asyariah Mandar agar 
diterima menjadi universitas. Dan pada saat itu, Pengurus Besar Darud 
Da’wah wal Irsyad menolak keinginan dari Sahabuddin tersebut, karena 
jika dipinjamkan untuk hal tersebut, maka akan menimbulkan sengketa di 
kemudian hari. Namun demikian, STKIP dan STIP dipakai untuk 
pembangunan Universitas Al-asyariah Mandar. 
Pendapat dari Muiz Kabri sebagai Ketua Pengurus Besar Darud 
Da’wah wal Irsyad yang menyatakan bahwa akan terjadi suatu sengketa 
di kemudian hari apabila STKIP dan STIP dipinjamkan agar Universitas Al-
asyariah Mandar diterima menjadi universitas benar-benar terjadi pada 
tahun 2004 yaitu pada saat keluarnya Surat Keputusan dari Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia terlampir pada tahun 2004 
dengan nomor surat 59/D/O/2004 tentang Pendirian Universitas Al-
Asyariah Mandar Dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Yang 
Diselenggarakan Oleh Yayasan Al-Asyariah Mandar yang dimana Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia memutuskan bahwa : 
1. Memberikan persetujuan pendirian Universitas Asy’Ariyah Mandar 
Mandar yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Asy’Ariyah Mandar di 
Madar merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 
(STIP) DDI Polmas serta Ijin penyelenggaraan program studi. 
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2. Pendirian Universitas Al-Asy’Ariyah Mandar (UNASMAN) di Mandar 
sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan program studi 
sebagai berikut : 
a. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1); 
b. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 
(S1); 
c. Program Studi Pendidikan Matematika (S1); 
d. Program Studi Produksi Ternak (S1); 
e. Program Studi Agronomi (S1); 
f. Program Studi Agrobisnis (S1); 
g. Program Studi Teknik Informatika (S1); 
h. Program Studi Sistem Informasi (S1); 
i. Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1); 
j. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1); dan 
k. Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1). 
3. Ijin penyelenggaraan program-program di atas diberikan untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah 
ditetapkan keputusan ini. 
4. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program 
studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, 
kepada Direktur Jenderal Perguruan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian 
untuk melaksanakan diktum ini dapat menyebabkan dicabutnya ijin 
penyelenggaraan. 
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5. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang 
menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai 
konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan 
hasil evaluasi selama dua tahun penyelenggaraan 
6. Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai 
dasar : 
a. Permohonan Akreditasi BAN-PT. 
b. Untuk meminta fasilitas dan sumber daya kepada Departemen 
Pendidikan Nasional. 
7. Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Polmas 
Dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) DDI Polmas pada diktum 
pertama tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa 
program studinya dialihkan ke dalam Universitas Al-Asyariah Mandar 
di Mandar. 
Dari Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia di atas yang membuat dari Pengurus Besar Darud Da’wah wal 
Irsyad yaitu Muiz Kabri mengajukan gugatan ke pengadilan untuk 
menuntut terhadap pengelolaan Universitas Al-asyariah Mandar. 
Pengurus Besar Darud Da’wah wal Irsyad dan Yayasan Darud Da’wah wal 
Irsyad Polmas sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri di 
atas. Terlebih lagi pada bagian memutuskan/menetapkan pada bagian ke-
68 
 
7 yang menyatakan STKIP Darud Da’wah wal Irsyad dan STIP Darud 
Da’wah wal Irsyad Polmas ditutup dan proses pembelajaran bagi 
mahasiswa program studinya dialihkan ke dalam Universitas Al-asyariah 
Mandar. Keputusan tersebut keliru, karena sebenarnya STKIP Darud 
Da’wah wal Irsyad dan STIP Darud Da’wah wal Irsyad Polmas masih 
berjalan aktif dan hanya dijadikan alat sementara untuk membangun 
Universitas Al-asyariah Mandar. 
Setelah menyurat ke Dirjen DIKTI, Darud Da’wah wal Irsyad juga 
menyurat ke Mendiknas dengan Nomor PB/B-I/120/XII/2007 tanggal 10 
Desember 2007, pada tahun 2009 menyurat lagi ke Mendiknas RI cq 
dirjen dikti nomor PB/B-I/049/VII/2004 tanggal 6 Juli 2009 untuk memohon 
penyelesaian STKIP dan STIP tersebut sambil menunggu proses di 
tingkat peradilan selesai. 
Dari putusan Pengadilan Negeri Polewali, pihak Universitas Al-
asyariah Mandar  yang memenangkan perkara tersebut, pada tingkat 
Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
hingga putusan Peninjauan Kembali pihak dari Pengurus Besar Darud 
Da’wah wal Irsyad lah yang memenangkan perkara tersebut. Dalam 
putusan tersebut, ditetapkan bahwa seluruh harta, aset, tanah, dan 
fasilitas-fasilitas yang berada di Universitas Al-asyariah Mandar telah 
dimenangkan dan menjadi milik Pengurus Besar Darud Da’wah wal 
Irsyad. 
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Pihak Universitas Al-asyariah Mandar menyatakan  bahwa tanah 
yang berada di Universitas Al-asyariah Mandar tersebut bukanlah milik 
dari Darud Da’wah wal Irsyad dan Darud Da’wah wal Irsyad tidak memiliki 
andil dalam pendirian Universitas Al-asyariah Mandar, padahal sudah 
diakui oleh Sahabuddin bahwa Darud Da’wah wal Irsyad adalah alat 
sementara pembangunan universitas tersebut. 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Soekarno 
Aburaera, seorang guru besar Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dari segi hukum acara perdata, jika para pihak yang 
berperkara sudah mengakui dan membenarkan suatu hal, maka hakim 
tidak boleh lagi mempertanyakan atau mempersoalkan pengakuan yang 
telah dibuat oleh kedua pihak tersebut. Telah menjadi rumus hukum 
acara, bahwa hakim harus memutus sesuai pengakuan. Pengakuan para 
pihak yang berperkara dalam Hukum Acara Perdata merupakan bukti 
yang membenarkan hal-hal yang didalilkan dalam gugatan, tetapi 
pengakuan tersebut harus bulat. Dalam teorinya, pengakuan merupakan 
alat bukti yang memiliki kekuatan bukti sempurna yang berarti jika ada 
pihak yang mengingkari pengakuannya, maka ia harus membuktikan 
bahwa pengakuan itu tidak pernah diberikan ataukah pengakuan yang 
diberikan berklausula (terpecah-pecah). Atas dasar pengakuan dari 
Sahabuddin tersebut, maka hakim memutuskan Pengurus Besar Darud 
Da’wah wal Irsyad sebagai pihak yang menang dan berhak atas objek 
sengketa di atas.  
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Menurut hakim Pengadilan Negeri Polewali yang diwawancarai, 
dasar pertimbangan hakim untuk memutus sengketa atas tanah tersebut 
yaitu alat bukti yang diajukan oleh para pihak, kemudian dari alat bukti 
tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, yang pada akhirnya 
akan Nampak siapa yang berhak atas tanah tersebut (dalam hal ini 
Pengurus Besar Darud Da’wah wal Irsyad). Terlepas dari putusan 
pengadilan, terkait dengan asset dan bangunan Universitas Al-asyariah 
Mandar, sampai saat ini tidak ada bukti penyerahan asset dari Darud 
Da’wah wal Irsyad kepada Universitas Al-asyariah Mandar. Hal inipun 
dapat menjadi bukti bagi kepemilikan Universitas Al-asyariah Mandar, 
namun pengadilan tidak melihat hal tersebut. 
Namun jika tanah yang menjadi sengketa antara Yayasan Darud 
Da’wah wal Irsyad adalah tanah wakaf, seperti yang telah dijelaskan di 
atas, maka seharusnya perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, 
bukan di Pengadilan Negeri. Karena pada saat adanya Surat 
Rekomendasi yang diberikan H. S. Mengga adalah pada tahun 1985 
(sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf), maka 
aturan wakaf yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977, dimana wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan 
hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa 
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
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agama Islam.54 Oleh karenanya, jika permasalahan yang timbul di atas 
karena tanah wakaf, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama 
sesuai hukum Islam. 
 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pihak Universitas Al-asyariah 
Mandar Menolak Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas Sengketa 
Tanah 
 
Dari putusan Pengadilan Negeri Polewali, pihak Universitas Al-
asyariah Mandar  yang memenangkan perkara di atas, pada tingkat 
Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
hingga putusan Peninjauan Kembali pihak dari Pengurus Besar Darud 
Da’wah wal Irsyad lah yang memenangkan perkara tersebut. Dalam 
putusan tersebut, ditetapkan bahwa seluruh harta, aset, tanah, dan 
fasilitas-fasilitas yang berada di Universitas Al-asyariah Mandar telah 
dimenangkan dan menjadi milik Pengurus Besar Darud Da’wah wal 
Irsyad. 
Oleh karena Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad berada pada pihak 
pemenang, maka Pengurus Besar Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad 
mengajukan permohonan eksekusi, sehingga menimbulkan perlawanan 
eksekusi dari pihak ketiga (derdenverzet) dan perlawanan dari pihak 
tereksekusi (verzet eksekusi) yang diputus oleh Pengadilan Negeri 
                                                          
54
  Muhammad Daud Ali. Op. Cit. Hal. 105. 
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Polewali yaitu mengabulkan sebagian perlawanan mereka. Setelah itu, 
Pengurus Besar Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad kembali mengajukan 
banding dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar hingga 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. 
Telah banyak upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri Polewali dan Pengurus Besar Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad, 
namun selalu tidak berhasil dengan berbagai alasan dari pihak Universitas 
Al-asyariah Mandar. Pihak Universitas Al-asyariah Mandar menolak 
pelaksanaan putusan (eksekusi) padahal telah ada putusan yang 
berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 1439 K/Pdt/2006 yang 
diputus pada tanggal 7 November 2006 karena pihak Universitas Al-
asyariah Mandar menganggap bahwa tanah dan asset yang berada di 
atasnya adalah milik Universitas Al-asyariah Mandar, sehingga eksekusi 
dianggap sebagai penyerobotan oleh Universitas Al-asyariah Mandar.  
Pada awalnya, jurusita Pengadilan Negeri Polewali Mandar telah 
melakukan eksekusi tetapi tidak diindahkan oleh Universitas Al-asyariah 
Mandar, sehingga Darud Da’wah wal-Irsyad meminta pihak kepolisian 
untuk memaksa Universitas Al-asyariah Mandar menaati putusan. Pihak 
Universitas Al-asyariah Mandar menyatakan bahwa Ketua Pengurus 
Darud Da’wah wal-Irsyad telah melakukan tindakan yang sewenang-
wenang dan tidak berdasar hukum yang didukung oleh pihak Kepolisian 
Resort Polewali Mandar dan dibantu pengamanan kepolisian beberapa 
daerah. Pihak Universitas Al-asyariah Mandar menganggap bahwa tanah 
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yang menjadi sengketa antara Darud Da’wah wal-Irsyad dengan 
Universitas Al-asyariah Mandar adalah tanah Yayasan Al Asyariah 
Mandar, yang bukan merupakan pihak dalam perkara di persidangan. 
Padahal Universitas Al-asyariah Mandar berada di bawah  naungan 
Yayasan Al Asyariah Mandar, sehingga permasalahan tanah dan 
bangunan di atasnya merupakan urusan Yayasan Al Asyariah Mandar.  
Pihak Universitas Al-asyariah Mandar mengatakan bahwa eksekusi yang 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada waktu proses belajar 
mengajar dan kegiatan administrasi belum dilaksanakan,yaitu pada jam 
07.00 WITA, dimana pihak Universitas Al-asyariah Mandar belum ada di 
tempat eksekusi.  
Selain menganggap eksekusi sebagai tindakan penyerobotan, 
pihak Universitas Al-asyariah Mandar tidak ingin meninggalkan dan 
menyerahkan hak Darud Da’wah wal Irsyad sesuai dengan putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap karena mereka mengatakan bahwa tidak 
ada perintah pengosongan. Padahal menurut Hakim Pengadilan Negeri 
Polewali yang diwawancarai oleh penulis, dengan adanya putusan dan 
pelaksanaan eksekusi, secara tidak langsung merupakan perintah 
pengosongan sesuai amanat putusan. Oleh karenanya,  tidak adanya 
perintah pengosongan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak 
eksekusi. Penolakan eksekusi dapat dianggap sebagai pembangkangan 
atas hukum, karena putusan tentang sengketa antara keduanya telah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
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Terkait perintah pengosongan, eksekusi yang dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013, oleh 
jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang bernama Hasanuddin Majid, 
berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali dengan 
penetapannya tanggal 28 Desember 2012 Nomor 
209/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. POL terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Polewali Nomor : 09/Pdt.G/2004/PN. POL tanggal 28 Januari 2005 jo 
putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 127Pdt/2005/PT. Mks 
tanggal 24 Juni 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1439 
K/Pdt/2006 tanggal 7 November 2006 jo putusan peninjauan kembali 
Mahkamah Agung RI Nomor 357 PK.PDT/2008 yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dengan saksi dua orang yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 RGB yaitu Mastur 
dan Hasanuddin yang berprofesi masing-masing sebagai Panitera Muda 
Pidana dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Polewali dan 
dibantu oleh : 
1. Pengamanan dari POLDA 40 orang. 
2. Pengamanan Anggota Polres Polman 276 orang. 
3. Pengamanan BRIMOB 200 orang. 
4. Pengamanan dari Polres Pare-pare 62 orang. 
5. Pengamanan dari Polres Sidrap 61 orang. 
6. Pengamanan dari Polres Pinrang 61 orang. 
7. Pengamanan dari Polres Majene 61 orang. 
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8. Para pihak yang hadir yaitu pemohon eksekusi (melalui kuasa 
hukumnya).  
Eksekusi yang dibantu dengan pengamanan kepolisian seharusnya 
sudah dipahami oleh pihak Universitas Al-asyariah Mandar sebagai 
perintah  untu menyerahkan apa yang menjadi hak dari Darud Da’wah wal 
Irsyad. Namun sebaliknya Pihak Universitas Al-asyariah Mandar tetap 
menolak pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut. 
Hingga akhirnya pada upaya eksekusi ketiga selanjutnya akan 
dilangsungkan, pihak Universitas Al-asyariah Mandar kembali ingin 
menunda dengan alasan ingin mencoba melakukan negosiasi dengan 
Darud Da’wah wal Irsyad dan jika gagal melakukan negosiasi akan 
menyerahkan tanah dan gedung STKIP dan STIP Darud Da’wah wal 
Irsyad  secara damai. Namun sebaliknya,  ternyata  Hj. Chuduriah 
Sahabuddin selaku Rektor Universitas Al-asyariah Mandar  menyalahi janji 
tersebut. Akibatnya, pelaksanaan putusan (eksekusi) dari putusan 
Mahkamah Agung RI di atas tidak dapat  menyerahkan hak Darud Da’wah 
wal Irsyad   secara utuh dan sempurna sesuai dengan amanat putusan. 
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C.  Proses Eksekusi atas Sengketa Tanah Antara Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar di 
Kabupaten Polewali Mandar 
 
Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali 
dengan penetapannya tanggal 28 Desember 2012 Nomor 
209/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. POL terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Polewali Nomor : 09/Pdt.G/2004/PN. POL tanggal 28 Januari 2005 jo 
putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 127Pdt/2005/PT. Mks 
tanggal 24 Juni 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1439 
K/Pdt/2006 tanggal 7 November 2006 jo putusan Peninjauan Kembali 
Mahkamah Agung RI Nomor 357 PK.PDT/2008, jurusita Pengadilan 
Negeri Polewali yang bernama Hasanuddin Majid, yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dengan saksi dua orang yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 RGB yaitu Mastur 
dan Hasanuddin yang berprofesi masing-masing sebagai Panitera Muda 
Pidana dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Polewali telah 
melaksanakan eksekusi pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013. Namun 
proses eksekusi tidak berjalan lancar, karena adanya penolakan dari 
pihak Universitas Al-asyariah Mandar. 
Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan saksi dua orang yang 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 
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RGB yaitu Mastur dan Hasanuddin yang berprofesi masing-masing 
sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum pada 
Pengadilan Negeri Polewali dan dibantu oleh : 
1. Pengamanan dari POLDA 40 orang. 
2. Pengamanan Anggota Polres Polman 276 orang. 
3. Pengamanan BRIMOB 200 orang. 
4. Pengamanan dari Polres Pare-pare 62 orang. 
5. Pengamanan dari Polres Sidrap 61 orang. 
6. Pengamanan dari Polres Pinrang 61 orang. 
7. Pengamanan dari Polres Majene 61 orang. 
8. Para pihak yang hadir yaitu pemohon eksekusi (melalui kuasa 
hukumnya).  
Setelah tiba di lokasi objek sengketa, maka kepada semua pihak 
yang hadir diberitahukan maksud eksekusi dengan memperlihatkan serta 
membacakan surat penetapan/perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan 
Negeri Polewali dan menanyakan kepada pemohon eksekusi mengenai 
lokasi objek sengketa beserta asset-asset//harta benda berupa gedung-
gedung, sekolah/bangunan, beserta segala isinya lemari, bangku, kursi, 
dan peralatan sekolah lainnya, persil/tanah dan prasarana lainnya yang 
terletak dan setempat dikenal Jalan Budi Utomo Nomor 2 Kabupaten 
Polmas dengan batas-batasnya : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Budaya. 
78 
 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong kecil. 
4. Sebelah  Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto. 
Setelah dibenarkan oleh pemohon eksekusi, maka objek eksekusi 
diserahkan tanpa syarat secara utuh dan sempurna kepada para 
penggugat atau kuasanya in casu Pengurus Besar Darud Da’wah wal 
Irsyad. Sebelumnya telah banyak proses perdamaian yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan ini, agar tidak terjadi 
permasalahan tentang eksekusi di Universitas Al-asyariah Mandar. 
Namun dari sekian banyak perdamaian yang ditawarkan oleh Muiz Kabri 
sebagai wakil dari pihak yang menang atas sengketa tersebut, tidak 
disetujui oleh pihak Universitas Al-asyariah Mandar. Akhirnya Muiz Kabry 
menginginkan pelaksanaan putusan dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia segera dilakukan sebagai jalan terakhir karena tidak ditemuinya 
solusi perdamaian antara keduanya. Solusi yang ditawarkan Darud 
Da’wah wal Irsyad setelah STKIP dan STIP kembali ke Darud Da’wah wal 
Irsyad adalah mahasiswanya akan diakui oleh Darud Da’wah wal Irsyad 
dan alumninya pula diakui sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, sedangkan mahasiswa yang berasal dari luar STKIP dan STIP 
Darud Da’wah wal Irsyad dipersilahkan untuk memilih tetap di Universitas 
Al-asyariah Mandar atau berafiliasi/bergabung menjadi mahasiswa Darud 
Da’wah wal Irsyad dengan catatan diperlakukan sebagaimana halnya 
mahasiswa STKIP dan STIP Darud Da’wah wal Irsyad Polman.  
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Proses eksekusi yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013 yang 
lalu gagal dilaksanakan karena terjadi perlawanan dari civitas akademika 
Universitas Al-asyariah Mandar. Sekitar 300 aparat kepolisian dikerahkan 
untuk menjalankan proses eksekusi tersebut. Adapun korban di dalam 
proses eksekusi tersebut adalah 22 orang dimana empat orang 
diantaranya terkena luka tembakan, termasuk sekretaris Jurusan Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al-
asyariah Mandar yaitu Sofyan. Pada eksekusi tersebut, dosen Universitas 
Al-asyariah Mandar, Sofyan, terkena tembakan peluru tajam,  yang 
menembus hingga sum-sum tulang belakang dan memutus pusat 
syarafnya. Kondisi itulah yang membuat Sofyan menjadi lumpuh 
pemanen.55 Akibat dari jatuhnya banyak korban pada saat proses 
eksekusi pada tanggal 3 Januari 2013, maka Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia turun tangan dengan menyurati Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia untuk menegur dan memerintahkan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar Sulawesi Barat untuk tidak 
melakukan pemaksaan eksekusi Universitas Al-asyariah Mandar. Menurut 
penulis, eksekusi tersebut bukanlah suatu pemaksaan melainkan 
pelaksanaan aturan, yang dalam hal ini adalah putusan yang telah  
berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, seharusnya Universitas Al-
asyariah Mandar tidak menolak eksekusi. Jika Universitas Al-asyariah 
                                                          
55
 Diakses dari www.seputar-indonesia.com/news/pn-eksekusi-kampus-unasman-hari-ini 
pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2015, pukul 19.01 WITA. 
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Mandar menerima putusan tersebut, maka tidak akan terjadi hal tersebut 
di atas.  
Selain itu, Rektor Universitas Al-asyariah Mandar yaitu Hj. 
Chuduriah Sahabuddin telah menulis Surat Pernyataan Penangguhan 
Eksekusi karena ingin mengupayakan perdamaian kepada pihak PB DDI, 
jika tidak tercapai kesepakatan, maka  pihak Universitas Al-asyariah 
Mandar akan menerima eksekusi.56 Namun ternyata upaya tersebut tidak 
berhasil, karena pihak Universitas Al-asyariah Mandar melanggar 
perjanjian yang dibuatnya. 
Adapun surat dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
bernomor HM.310/28.DPD/I/2011 tentang permohonan penghentian 
eksekusi Universitas Al-asyariah Mandar yang ditujukan kepada Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana isinya adalah Pimpinan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta kepada Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia untuk menegur dan memerintahkan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar Sulawesi Barat untuk tidak 
melakukan pemaksaan eksekusi Universitas Al-asyariah Mandar, tanpa 
memperhatikan rasa kemanusiaan, asas kehati-hatian, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Adapun alasan mengapa Pimpinan DPD RI menyurati 
Ketua Mahkamah Agung RI karena Pimpinan DPD RI sangat 
memperhatikan kasus yang terjadi itu karena pemaksaan eksekusi pada 
hari Rabu, tanggal 3 Januari 2013 telah menimbulkan korban yang sangat 
                                                          
56
  Surat Pernyataan Rektor Universitas Al-asyariah Mandar, Hj. Chuduriah Sahabuddin, 
yang ditulis pada tanggal 22 November 2012. 
81 
 
banyak dan telah meresahkan masyarakat, serta berdampak besar pada 
Universitas Al-Al-asyariah Mandar. Dewan Perwakilan Daerah RI 
menyatakan sengketa tersebut bersifat non executable, dengan kata lain 
dianggap sebagai sebuah gerakan abusive of power dengan dalih rasa 
keadilan yang seharusnya keadilan terletak pada pengembalian hak 
kepemilikan Darud Da’wah wal Irsyad. Adapun amar putusan Pengadilan 
mengenai pengembalian gedung dan lahan adalah wajar tanpa 
pengecualian (WTP) sebagai efek dari pendudukan asset Darud Da’wah 
wal Irsyad yang dilakukan oleh Universitas Al-asyariah Mandar. 
Walaupun telah dilaksanakan eksekusi seperti yang dijelaskan di 
atas, namun Universitas Al-asyariah Mandar tidak menyerahkan objek 
sengketa, sehingga banyak berita yang menyatakan bahwa Darud Da’wah 
wal Irsyad Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan melakukan 
eksekusi sendiri. Setelah eksekusi, muncul draft klausul terbit secara 
sepihak dan telah ditandatangani oleh berbagai unsur Muspida 
Polman tanpa melibatkan tim kuasa hukum yang telah ditugaskan oleh 
Darud Da’wah wal Irsyad untuk terlibat dalam penyusunan. Beberapa poin 
dari draft yang diajukan oleh pihak Universitas Al-asyariah Mandar 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Pihak Universitas Al-asyariah Mandar akan mengganti tanah Darud 
Da’wah wal Irsyad yang telah diduduki dengan tanah baru disertai ganti 
rugi gedung yang telah dimanfaatkan sekian tahun. 
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2. Pihak Darud Da’wah wal Irsyad tidak menyepakati draft tersebut, maka 
tidak akan ada lagi upaya mediasi mediasi lebih lanjut. 
Pengurus Besar Darud Da’wah wal Irsyad akan bersedia menerima 
jika memang unasman punya itikad  baik menyelesaikan secara damai, 
namun ada beberapa poin yang tidak jelas dari surat perdamaian yang 
ditawarkan oleh  pihak unasman yaitu : 
1. Universitas Al-asyariah  Mandar  menyiapkan lokasi  seluas  1  Ha  
untuk pembangunan  gedung  ditandai  dengan  penyerahan  sertifikat  
tanah  oleh pihak Universitas Al-asyariah  Mandar  ke  Pengurus Besar 
Darud Da’wah wal Irsyad pada  waktu  penandatanganan  Surat  
Perjanjian  Perdamaian. Dalam poin ini, lokasi yang ditawarkan oleh 
Universitas Al-asyariah  Mandar  tidak jelas. 
2. Pembangunan  gedung  dimaksud  difasilitasi/mediasi  Pemerintah  
Daerah  Propinsi Sulawesi  Barat  dan  Pemda  Kabupaten  Polman  
dalam  hal total  biaya  yang  dibutuhkan datam  pembangunan  
kampus  tersebut  dengan  limit  waktunya  2 tahun  anggaran  yaitu 
2012  dan 2013. Pada poin ini, Pemerintah Daerah tidak menjamin dan 
tidak terlibat dalam pembangunan tersebut. 
3. Besamya  nilai lokasi  dan  bangunan  kampus  dimaksud  di atas tetap  
memperhitungkan  nilai  asset  Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  
Irsyad yang  akan  diserahkan  kepada  Universitas Al-asyariah  
Mandar  yang  telah  dinilai  oleh  lembaga  independen, yang  telah  
disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  nilai  taksiran sebesar                                      
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Rp 3.710.000.000.000,-  (tiga  milyar  tujuh  ratus  sepuluh juta  rupiah)  
ditambah  biaya penggunaan gedung/lokasi  sejak  2005  sampai- 
sekarang  dengan  taksiran yang telah ditentukan. Nominal  nilai 
taksiran  tersebut  di atas,  disimpan  atas  nama  Pengurus  Besar  
Darud  Da’wah  wal  Irsyad pada  bank  yang ditetapkan  oleh  
Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad,  dan  buku  
tabungan/rekening  tersebut  diterimakan  oleh Universitas Al-asyariah  
Mandar  kepada  Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad pada  
saat  penanda tanganan  surat  perjanjian  perdamaian. 
Sikap Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad bersedia 
menerima tawaran tersebut, jika Universitas Al-asyariah Mandar 
menunjukkan lokasi penggantian lahan tersebut beserta sertifikatnya, dan 
ganti rugi yang ditawarkan oleh Universitas Al-asyariah Mandar yang 
dimasukkan ke dalam rekening Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  
Irsyad dan penandatanganan perjanjian damai bisa dilakukan dengan 
memberi batas waktu kepada Universitas Al-asyariah Mandar hingga 
bulan Juli 2012, namun hingga batas waktu yang ditetapkan oleh 
Pengurus  Besar  Darud  Da’wah, pihak Universitas Al-asyariah Mandar 
Unasman tidak mampu mewujudkan apa yang ditawarkannya sendiri. 
Menurut pihak Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad, Darud 
Da’wah wal Irsyad adalah organisasi agama dan pendidikan yang 
mendermakan diri untuk kepentingan umat, dengan memberi batas waktu 
pembayaran ganti rugi, namun pihak Universitas Al-asyariah Mandar 
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hingga batas waktu yang telah ditetapkan tidak mampu memenuhi draft 
yang dibuatnya sendiri, sehingga Darud Da’wah wal Irsyad menganggap 
upaya damai ini hanya upaya yang palsu.  
Mediasi yang dilakukan oleh  pihak  Pemerintah Kabupaten 
Polman,  dalam hal ini Wakil Bupati H. Nadjamuddin Ibrahim, menjadi 
tidak berimbang dan cenderung memihak pihak Universitas Al-asyariah 
Mandar serta konsepnya ditandai dengan Surat Penyampaian kepada 
Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad yang berbunyi : 
1. Bahwa  Yayasan  Al  Asyariah  Mandar  menegaskan  tidak  akan  
kembali  membicarakan draft perjanjian lama yang tidak disetujui oleh 
Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad. 
2. Bahwa  Yayasan  Al  Asyariah  Mandar  tetap  membuka  perdamaian  
sepanjang  merujuk pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Polewali                 
Nomor  01/Pdt. Plw/2011 tertanggal 04 Juni 2012. 
Atas pemberitahuan ini Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  
Irsyad menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Polman yang terkesan 
lebih membela kepentingan Universitas Al-asyariah Mandar sekaligus 
menerima sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Polman dan menegaskan 
tidak ada lagi perjanjian, baik yang menjadi inisiatif pihak Universitas Al-
asyariah Mandar atau pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Polman.   
Singkatnya beberapa mediasi dilakukan seperti melibatkan Tim dari 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman dan Bupati 
Polman, Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad selalu membuka 
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ruang bagi penyelesaian damai dan tanpa konflik sepanjang tidak 
bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung RI bahwa tanah 
dan STKIP dan STIP Darud  Da’wah  wal  Irsyad dikembalikan kepada 
Darud  Da’wah  wal  Irsyad. Pada perkembangan selanjutnya, Universitas 
Al-asyariah Mandar membuat surat perjanjian, yang diklaim hanya 
sebagai draft, namun jelas kop surat tersebut tidak mencantumkan kata 
(draft) dan hanya tertulis “Surat Perjanjian Perdamaian Yayasan Al-
Asy’ariyah Al-Mandary”. Adapun tanda tangan yang dilakukan oleh 
Dandim Polman telah dibantah sendiri oleh Dandim dengan mengunjungi 
Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  Irsyad dan mengatakan tidak tahu 
menahu ketika disodori bahwa itu adalah Surat Perjanjian Damai antara 
Universitas Al-asyariah Mandar dengan Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  
wal  Irsyad dan menyatakan meminta maaf dan tidak pernah bermaksud 
melawan amar putusan pengadilan. 
Dari hasil wawancara, telah 8 tahun Darud  Da’wah  wal  Irsyad 
bersabar atas sikap Universitas Al-asyariah Mandar dan bersedia mencari 
solusi bersama dan juga tetap ingin eksekusi secara damai, demi 
kepentingan masyarakat Polman sendiri, eksekusi merupakan jalan 
terakhir disertai dengan konsep Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  wal  
Irsyad yang tertuang dalam Maklumat Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  
wal  Irsyad dengan bunyi antara lain : 
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1. Mahasiswa STKIP dan STIP Darud  Da’wah  wal  Irsyad akan diakui 
oleh Darud  Da’wah  wal  Irsyad dan alumninya pula diakui sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Sedangkan mahasiswa yang berasal dari luar STKIP dan STIP Darud  
Da’wah  wal  Irsyad dipersilahkan untuk memilih tetap di Universitas Al-
asyariah Mandar atau berafiliasi/bergabung menjadi mahasiswa Darud  
Da’wah  wal  Irsyad dengan catatan diperlakukan sebagaimana halnya 
mahasiswa STKIP dan STIP Darud  Da’wah  wal  Irsyad Polman. 
Dengan keluarnya maklumat tersebut juga menegaskan bahwa 
seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak Universitas Al-asyariah 
Mandar atau yang diprakarsai pihak ketiga/pemerintah daerah tidak 
relevan lagi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1.  Status tanah yang menjadi objek sengketa antara Yayasan Darud 
Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas Asy’ariah Mandar di 
Kabupaten Polewali Mandar dan bangunan serta asset yang berada 
dalam penguasaan Universitas Asy’ariah Mandar merupakan tanah 
wakaf karena tanah yang diberikan adalah tanah milik negara yang 
bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara dengan 
bukti Surat Perjanjian Wakaf dan Surat Rekomendasi dari H. S. 
Mengga sebagai Bupati Polewali Mamasa pada saat itu. Tanah yang 
diberikan kepada Sahabuddin (yang pada saat itu adalah pengurus 
Yayasan Darud Da’wah wal Irsyad) adalah tanah negara yang 
diberikan sebagai hak milik perguruan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak Universitas Asy’ariah Mandar 
menolak pelaksanaan putusan (eksekusi) atas sengketa tanah wakaf 
adalah karena pihak Universitas Asy’ariah Mandar menganggap 
bahwa tanah dan asset yang berada di atasnya adalah milik 
Universitas Asy’ariah Mandar, sehingga eksekusi dianggap sebagai 
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tindakan penyerobotan, eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri Polewali pada waktu proses belajar mengajar dan kegiatan 
administrasi belum dilaksanakan, serta tidak adanya perintah 
pengosongan.  
3. Proses eksekusi atas sengketa tanah antara Yayasan Darud Da’wah 
wal-Irsyad dan Universitas Asy’ariah Mandar di Kabupaten Polewali 
Mandar dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan 
Negeri Polewali dengan penetapannya tanggal 28 Desember 2012 
Nomor 209/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. POL, dilakukan pada hari Kamis, 
tanggal 3 Januari 2013 dengan Pengamanan dari POLDA 40 orang, 
anggota Polres Polman 276 orang, BRIMOB 200 orang, Polres Pare-
pare 62 orang, Polres Sidrap 61 orang, Polres Pinrang 61 orang, 
Polres Majene 61 orang, dan para pihak yang hadir yaitu pemohon 
eksekusi (melalui kuasa hukumnya).  Namun proses eksekusi tidak 
berjalan lancar, karena adanya penolakan dari pihak Universitas 
Asy’ariah Mandar dan adanya korban dari pelaksanaan eksekusi 
tersebut, sehingga eksekusi yang dilakukan tidak memberikan hak 
Darud Da’wah wal-Irsyad secara utuh dan sempurna. 
 
B. Saran 
 
Dari latar belakang di atas, penulis memberikan saran sebagai           
berikut : 
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1. Sebelum mengeluarkan sertifikat hak atas tanah, sebaiknya Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) RI melakukan cross check  atas riwayat 
tanah yang didaftarkan tersebut, agar tidak menimbulkan sengketa di 
kemudian hari. 
2. Begitu pun dengan izin penyelenggaran dan pendirian suatu yayasan 
dan perguruan tinggi, sebaiknya pemerintah melakukan penelitian 
terlebih dahulu mengenai sejarah pendirian suata yayasan dan 
perguruan tinggi tersebut, serta terkait dengan kepemilikan tanah dan 
asset yang menjadi lokasi pembangunan. 
3. Perlu adanya pembelajaran dan pendalaman perkara yang 
didaftarkan di pengadilan, sebelum adanya putusan, terlebih yang 
terkait dengan status tanah yang disengketakan. Jika perkara tersebut 
bukan kompetensi pengadilan negeri, seperti tanah wakaf, maka 
pengadilan negeri tidak menerima perkara tersebut. 
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